
BUPArI SLtrTTAN
PERATURAN BUPATI $LEMAN

}TOMOR 27 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEfiIGELOTAAN t(EuAt{GAtrt PENA}{GGU|-ANGAN BENCANA

frdenimbang :

bENGAN RAHMATTUHAN YANG il{AHAESA

BUPATI SLEII/IAN,

batwa dalam rangka tertih administrasi pengelolaan keuangan
penanggulangan bencana perlu menetapkan peraturan Bupdi tentang
Pengelolaan Keuangan penanggulangan Bencana;

1, undang-undang trromor 15 Tahun lgso tentartg pembentukan

Daer:ah Kabupaten dalam lingkungan Daerah lstirneura yogyakarta

{Berita Negara Tahun 19SO Nomor44};
2. undang-undang Nomor gz rahun z@4 tenrtang pentsinisha;i

Baemfi {t-emsaran ftiegara Republik lndonesia Tahun 2o{!4,.}$entor
125, Tambaftan Lembaran f'legara ffomor 44glrsebagaimana tetalr
dadldr'Mrir tengm ttnfang-rtndafig fiomor Jz rahsn 2o0s
tentang Ferut€tiafi Ke'dua Undarrg-tjndai.g .i.iorrer 02 Tai.riirr ffiA4
terrt-ang Ferrierirriariair Datn-ah (Lturibaran ffegar-a Repubiik
tndsnesia Tahtin 2009, Nomor 5g, Tarrtahan Lemkran Negiana
Republk lndonesia fiomor 4Saa);

3. undang-undang Nomor 24 Tahun zaal tentang pe*anggurarigan

Bsncafia {Lernbaran Negara Repubrik rndonesia Tahun zaar,
NomorG6, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesfa r*ornor
4723);

4. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1gs0 tentang penetapan

trfiuiai Berlakunya undang-undang lggo l{onpr 12, 1g,14 dan 15
Dari Haf pembentukan Daerahdaerah dabupaten di Jawa
Timur/TengahiBarat dan Dasah tstimenra yogyakarta 

iBerita
N€ara Tahun 1gS0 t-lonrssg);

frhtgirgat :



MEMUTU$I(AN:

mnenetapkan : PERATURAI{ BUpATt TES|TASIG

PENANGGU I-ANGAf{ BENCANA.

PENGELOLAAhI KEUANGA}T

BAB I

KETENTI.JAN UMUM

Pasal 1

f,ubm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
r Pemerintatr daerah adalah pemerintah Kabupaten tleman.
e fupati adalah Bupati Sleman.

-3 ketaris Daerah adalah sekretaris Daerah lGbupaten sleman-
d' Kepara Dinas pengeroraan Keuangan dan Kekayaan Daerarq yar'g sda4rrdnya

disebut Kepala DPKKD, adalah Kepala Dinas Pengetolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah lGbupaten Sleman.

5 iGpafa satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala sl(pD,
adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingrkungan pemerintah Kabupaten
Sbman.

t tsencana adalah peristiwa atau rangkaian peristfwa yang mengancam dan
mnsnggEnggu kdridupan dan penghidupan masyarakat yang disehbkan, baik oHi'ffitor alarn darr/atrau faktor non alam rnaupun f-aktor manusia sehingga
,rrer$;batten t*rnbuirya ;iiura mar,usia, rterusakm lingkungan, kerugian
F,trE benda, dan dampak psikologis.

- *ceuaryan penanggurangan bencana adarah dana yang digunakan sebagai upaya
Itrtat€gulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau
rcca bencana.

ff Fkwuna anggaran adalah" pejabat' pefa*gar* kewenangafi p€*ggunean aryu*ra*
-trxdt'li( #aksanakan tugas yang dflimpahkan supati dalam pengeiclaan dana
smcana.

g finrasa pefig'guna angg lim adafafi pejabat yang diberi kuasa unfuk melaksanakan
setryirn ke#emngan pengigiuna angigiaran dalam me{aksa$akan sbagian ft*"s
smlafqr pe{rgguna arTggaran.

rl rtnn pergl€if penangwlangan benmna adalah tim yang dibentuk dengan kepuhrsanmrydi )€ng nernpunlai fugas menyiaftn dan melaksanakan kebijdran Bupafi
idHrn r-angka Fnanggulangan bencana.

" " frarm}a Arggar:an Selanja, yafig *fanjutnya disingkat RAB adalah dokurnen yang
!ilmrmai*n dasar pelaksanaan arlggar€ln penanggurangan bencana oreh kuasa
lHtgg['ffia angtgEran.



BAB II

PENGELOI.AAI{ KEUAIIIGAfi PEf{ANGGULANGAN BENcAfiIA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Fasai 2

esr@tan ka,"ngan penanggulangan bencana metiputi:
a perencanaan keuangan Fenanggulangan bencana;
e pdaksanaan penerimaan bantuan;
: @aksanaan be{anja; dan
i peitar€gungjawaban keuangan p$iffiggurangan bencana.

Pasal 3

'i l(euangan penanggulangan bencana bersumber darj:
a. Anggai.an pendapatan clan getaftiaea€,reh
b' A'rgEaran Pendapatan dan Betanja Daerah provinsi Daerah lstimewayqy-akarta,

c. Arqigar-an Fendapatan dan Be{anja ffegara, dan/atau
ct. cjana daripihak lain.

: sumber keuangan penanggulangan bencana diketela meialui rekeningpsjang gulangan bencana.

i Rei<enfrrg perianggurangan bencana sebagairnana dimaksud pada ayat (2)nreri:Fkarr bagian yang iak terpisahkan dar-i rekenirig ftas umum daerah.

Pasal 4

" DaIE daii pihak pihak lain sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 apt (1) huruf dditsima meialuisKpD aiau barak pengungsian.

!" Barak Fsigii'lgsian s*agairnana dimaksud pada ayat {1} dipimpin oteh pengelolakak pengungsiarr.

; Penge*]la bai'ak pengungsian dapat menggunakan dana yang diterima s*uaids.€an ksutt.rhan pengungei.

'd Perig€llia barak pengungsian wajib nieraporkan penggunaan dana kepda sKpDpenganFu.



Pasal 5

n; Perencanaan keuangan pcnanggulangan be,ncana meliputi tahap perumu8an

kebutuhan penanggulangan bencana dan penyusunan RAB-

?1 Hksanaan penerimaan hnhran metiputi pnerimaan bantuan yar€ bersumber

dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 3 ayat it).

3] Pebksaraan Setanja mdiputi pngaiuan RAB dan pmbayaran belanja.

,d, Patanggungjawaban keuangan p€nanggulangan bencana meliputi tahap

penatausafraail {tetrangan p€fianggdlangafi bcircEt*ri pada DFIffD selaku SKPKtt

untuk penggunaan anggaran tak terduga dan SKPD untuk penggrunaan anggsan

"tar€ n^arjadi kewenangannya, eaffipai de*gen tersitsur$rya {'aporan

perianggungjanuabanxc-uangpnfenanggutanganbericana-

AAgian Kedua

Struktur PengeHa Keuangan

Pasal 6

1 Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pomegang kekuasaan

pal$ofaan keuargan penanggulangan bencana.

! r Kekuasaan pengelolaan keuangan penanggulangan bncana sehgaimana

ffisud pada ayat {1} di{impahkan kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator,

b. Kepak DPKKD selaku Fngguna angga€n, dan

c Kepala SKPD atau pejabat yeng ditunjuk selaku kuasa pengguna anggiaran.

Pasal 7

S"r--u$rffilr pengelota keuangan terdiri atas:

a i<ocrdinator,

I pslwuna afiggaran,

a lvcuasa pengguna anggaran,

s berdahan penerirnaan, yang dibantu oldt pernbantu bendaharapenerimaan; dan

s ber'tdahara pengeiuaran, yang dibantu oleh pembantu bendahara pngeluaran

*ku Fm€ar€ uang muka cabang.



Pasat 8

,1) Koordinator rnernprnyai tugas mengkoordinasfl<an kebiiakan pngdolaan

keuangan penenggulangan bencana.

:,2) Pengguna arggaran m€mpunyai ttryas s#gai berikut:

a. menyetujui RAB;

b. rrelakukan pangenda{ian atas pdaksanaan pengelolaan keuangian;

c. melaksanakan penerirnaan keuangan Fnanggulangan bencana; dan

d. mehkukan Fngeluar:an kentargan pararqgulangan berrcana yang rnenjadi

kenrenangannya;

e. menlnrsun dan rnenyampaikan lapomn pertranggungjareaban keuangan
penanggulangan bencana kepada Bulpati melalui koordinator"

Pasal9

1 Kuasa pengguna anggaran mempunyaitugas sebagai berikut;

a. m€nyusun RAB;

b. melaksanakan pengelolaan RAB yang dipimpinnya;

c. srdakukan pergujian atmtagihan dan memerintahkan pembayaran;

. mengadakan ikata#perjanjian keria sama dengan prhak lain dalarn batas
a€afran yang telafi ditetapkan;

e" rTlengawasi pelaksanaan RAB yang dipimpinnya; dar,
f rcnyusun dan rnenyampikan laporan pertanggungjawaban keuangan

penanggu{angan bencana SKPD yang diptr"Firtllye fteptnta Supaii r*g{aiui

ffiggut?8 angg&r€fl.

: lft€sa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

ffia ayat {1} Sbantu cldr pdabat pembuat kornitmen dan pembantu bndahara
perigduaran selaku pernegang uang muka cabang.

Pasal 10

tstrdahara pnerimaan rnempunyai tugEs sebagai berikut:

a. ,rersima keuangan penanggulangan hncana;
r rnembuat dafiar penerimaai-r irelungen -penanggu&angan bencana; dan
e necatausahakan panerimaan keuangan peilanggulangan bencana.



iZ) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayai {1} dibantu olefi pembantu bendahsra penedmaan yang mempunyai tugas

menatausahakan penerimaan keuangan penanggulangan bencana yang menjadi

kanenangannya,

Pasal 11

t1) Eendafrara pngeluaran rnerrgrnyai tugras ilelakuftan pe*atausahaan

pengeluaran keuangan penan ggulangan bencana.

3) 8*datara Ftrtg#traran dalam rnelaksnakan iugm dibantu pemhnfu bsrdahara

pengeluaran yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pngeluaran keuangan s€suai derlgan RAB;

b. menatausahakan pengeluaran keuangan penanggulangan bencana yang

rer{adi kaenangannya.

Bagian tGtiga

Ferencanaan Keuangan

Pasal t2

x(FD neqrampa;nan usulan RAB kwda tim pengkaji perar€rgulangpn berrcana.

Pasal 13

'-mr pengfiaji pernnggukngan ben@la rndakukan kladfikasi usulan fiAB.

Pasal 14

:'A.B dapd dipergrnakan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangm bencana

sffeah nremperoleh prsetujuan dari pengguna anggaran.

Eaglan Keempat

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan

Pasal 15

' Fernerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan bantuan keuangan bencana

ffi*an rrehlui rekenirg perangguhngan bencana sebagaimana dirreksud
dahm Pasal 3 ayat (2).



(2) Pengeluaran kas dari rekening penanggulangan bencana dilakutcan sstelah

anan*ya *rsettltu€n frAB Fenanggulangan Bencana dari pengguna arwgff€m.

Pasal 16

SI(PD dalarn r*slakukan penerinuan dan pergeluaffim l*euangnn penangigtutangan

bencana mendasarkan pada peraturan perundangan-undangen yang berlaku.

Eagian i(dirna

Pertanggun gjawaban lGuan gan

PaS 17

lfuasa pengguna anggaran wajib rnenyusun dan mengirimkan laporan realisasi
p€xlgglraaan RA8 kepada Eupati rnehlui p€rw$ma anggaran"

Pasal 18

Perqgnna anggnran .rnelaporkan pqtanggungjarrraban pengelolaan keuarEan
penanggulangan bencana kepada Bupati melalui koordifi ator.

sA8 flt

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aw s€{irp orarry rnenge{atruinya, me{nerinhhkan pengundangan pgatumn Bupari iai
w€an penempatannya dalam Berita Daerah lQbupaten $leman.

2010

Ditetapkandi $ternan

pada tanggal 22 Oktober

SRI PURNOMO



D{undangkan di$leman

Fda hnggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH

Ifi8T'PATfN SLEMAN,

s{.rTRtsNo

BERTTA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2O1O NOMOR 8 SERI D

/


